
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian 
dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya 
tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
desa dalam rangka jeriingkatan pelayanan publik bagi warga 
masyarakat desa, perlu diberikan insentif kepada unsur 
lembaga kemasyarakatan desa; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 
Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa perlu dilakukan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 13 TAHUN 2024 

BUPATI GROBOGAN 
PRO VIN SI JAW A TENG AH 

SALIN AN SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DART

HASH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang a .  b a h w a  penyelenggaraan pemer intahan desa sebagai bagian
dan i s i s t e m  p e m e r i n t a h a n  N e g a r a  K e s a t u a n  R e p u b l i k
Indonesia d i l aksanakan  u n t u k  m e n d u k u n g  t e r w u j u d n y a
tujuan n e g a r a  sebagaimana d i a m a n a t k a n  o l e h  U n d a n g -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. b a h w a  u n t u k  m e n d u k u n g  penyelenggaraan pemer in tahan
desa dalam rangka 1 eningkatan pelayanan publ ik  bagi warga
masyarakat desa,  p e r l u  d ibe r i kan  i n s e n t i f  kepada u n s u r
lembaga kemasyarakatan desa;

c. b a h w a  d a l a m  r a n g k a  m e n i n g k a t k a n  penye lenggaraan
pemerintahan desa, Peraturan Bupa t i  Grobogan Nomor  5 7
Tahun 2014  tentang Ta ta  Cara Pengalokasian Bagian Dani
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana
telah d iubah dengan Peraturan Bupat i  Grobogan Nomor 1 5
Tahun 2 0 1 6  t e n t a n g  Perubahan  A t a s  Pe ra tu ran  B u p a t i
Grobogan N o m o r  5 7  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  Ta t a  C a r a
Pengalokasian Bagian Dan i Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa perlu di lakukan perubahan;

d. b a h w a  berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud
dalam huru f  a, hu ru f  b dan huru f  c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupat i  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati N o m o r  5 7  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  T a t a  C a r a
Pengalokasian Bagian Dan  Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa;

Mengingat 1 .  P a s a l  1 8  a y a t  (6) Undang-Undang Dasar  Negara Repub l ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

3. Undang-Undang  N o m o r  6  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  D e s a
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun  2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  beberapa k a l i  t e r a k h i r  dengan
Undang -  Undang Nomor 3  Ta h u n  2024 tentang Perubahan



Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 
57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN 
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

MEMUTUSKAN: 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15); 

Menetapkan 



an sesuai dengan asnnya 
A!..' IAN HUlruM 

~-·~,- UP TEN GROBOGA.'f 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 13 

Cap TTD 

ANANG ARMUNANTO 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 4 Juni 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 

SRI SUMARNI 

Cap TTD 

BUPATI GROBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 3 Juni 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan 
untuk: 
a. operasional petugas penarik Pajak di Desa; 
b. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah di Desa diantaranya berupa 
pensertifikatan tanah kas Desa dan penyusunan sistem 
informasi pertanahan berbasis bidang; 

c. menambah aset desa yang dianggarkan pada belanja 
modal; dan 

d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 
(2) Operasional petugas penarik Pajak di Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar Rp. 
3.000,-(tiga ribu rupiah) per Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT). 

(3) Rincian penggunaan operasional petugas penarik Pajak di 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani 
pendapatan. 

(4) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
setiap tahun dalam APBDesa. 

Pasal 4 Pasal 4

(1) Bagian dan i Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan
untuk:
a. operasional petugas penarik Pajak di Desa;
b. penataan penguasaan, pemi l ikan,  penggunaan, d a n

pemanfaatan t a n a h  d i  D e s a  d iantaranya b e r u p a
pensertifikatan tanah kas Desa dan penyusunan sistem
informasi pertanahan berbasis bidang;

c. menambah aset desa yang dianggarkan pada belanja
modal; dan

d. insen t i f  Rukun Tetangga dan Rukun \Varga.
(2) Operasional petugas penarik Pajak d i  Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar RID.
3.000,-(tiga r i bu  rupiah) pe r  Surat  Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT).

(3) Rincian penggrunaan operasional petugas penarik Pajak d i
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani
pendapatan.

(4) Penggrunaan bagian dan i hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  menge tahu inya ,  m e m e r i n t a h k a n
pengrundangan Peraturan Bupat i  i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap ' r r D

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap T T D

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 13

an sesuai ciengan astinya
AL I A N  HITKIIII

TEN GR0BOGAN

BODO, SH
193 4.,929 0 0 5 0 1  1 006


